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Wakil Ketua DPRD Atang Setiawan 
menyampaikan, pembahasan LKPj 
Tahun 2025 yang menghasilkan 

c a t a t a n  d a n  re ko m e n d a s i  d i s a m p a i ka n 
berdasarkan atas sorotan program yang belum 
mencapai target serapan anggaran atau output 
fisik. Selain itu, diberikan juga saran strategis 
berupa masukan konstruktif untuk penyusunan 
anggaran dan program di tahun berikutnya. 

“Rekomendasi sebagai tindak lanjut untuk 
kepala daerah agar melakukan perbaikan 
menyeluruh dan instruksi kepada kepala dinas 
untuk melakukan evaluasi internal,” katanya.

Ada 64 catatan dan 41 rekomendasi yang 
dibuat DPRD Sumedang atas hasil pembahasan 
LKPj Bupati untuk penyelenggaraan urusan wajib 
pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan 
dasar. inilah selengkapnya isi dari catatan dan 
rekomendasi tersebut. 

Urusan Pendidikan
Urusan per tama da lam urusan wa j ib 

pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan 
d a s a r   b e l u m  te r p e n u h i nya 
ketentuan atas Standar Pelayanan 
Min ima l  (SPM)  sebaga imana 
d i p e r s y a r a t k a n  o l e h 
K e m e n d i k b u d r i s t e k  d a n 
Kemendagri. 

Berdasarkan asesmen nasional, 
DPRD menilai, capaian literasi dan 
numerasi belum merata antar satuan 
pendid ikan.  Sela in  i tu ,  masih 
terdapat juga anak usia sekolah 
yang belum berpartisipasi dalam 
pendidikan, terutama di wilayah 
dengan kondisi geografis yang sulit. 

Pendistribusian guru dan tenaga 
kependidikan yang belum merata 
serta masih terdapatnya sarana dan 
prasarana pendidikan di sebagian 

satuan pendidikan yang belum memenuhi standar. 
Catatan lain adalah belum optimalnya pemanfaatan 
data dan layanan pendidikan dalam perencanaan 
dan evaluasi. 

Rekomendasi yang diberikan adalah agar 
bupat i  dapat  me lakukan  pemetaan  dan 
pemerataan terkait sarana dan prasarana sesuai 
dengan ketentuan indikator SPM sehingga dapat 
meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 
sebagai dasar perencanaan dan penganggaran 
daerah. 

Bupati juga agar dapat memperbaiki SDM di 
d a e ra h  d e n g a n  m e n d o ro n g  re k r u t m e n , 
memberikan pelatihan, pendampingan berbasis 
hasil asesmen nasional, dan pemerataan distribusi 
guru serta tenaga kependidikan yang sesuai 
dengan kebutuhan satuan pendidikan dan 
kualifikasi. 

DPRD juga  mendorong  pe laksanaan 
rehabil itasi dan pembangunan sarana dan 
prasarana pendidikan dengan memperhatikan 
skala prioritas serta penguatan terhadap sistem 
pendataan, peningkatan kapasitas pengelola data 
dan pemanfaatan data pendidikan.[v]





















































Terus Memperluas 
Jaringan Pelayanan
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